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ABSTRACT

“POLITICAL COMMUNICATION BETWEEN THE EXECUTIVE
AND LEGISLATIVE IN PREPARATION OF RAPBD INDRAGIRI
HILIR”

Study: The Relationship Between Local Government and Local Parlianment In Local
Budgeting

Syahbudi
The Open Univsersity
syahbudiut@yahoo.co.id

The aim of this research is to descripte the political communication between the executive
adn the legislative in preparation of RAPBD, and to descript the influence-factors toward the
political communication on the budgeting year of 2009. This research.is very related to the
public policy formalation process, in this case of local budgeting. Where group dynamics in
DPRD or budget committee and local government dynamics, giveé major effect in course of
policy. Ability develop build cooperation among each”and ‘d@lso group of intern group in
course of policy, like ability to look after coalition between faction in DPRD will give strong
political pressure for DPRD to specify or refuse\RAPBD which on the market by
government.

This research use technicsly of interview, sourCe and obervation of source of the non human
being. This Interview do exhaustively (indepth Interview) with to look for deeper what
implied informan mind. With circumsStantial’interview can dig by what phenomenon can be
explained and comprehended by that is how political solution of RAPBD Sub-Province of
Idragiri budget year 2009.

From result of research whigh is know by factors influence political communications between
Local Government with.DPRD in course of solution of RAPBD Sub-Province of Indragiri
budget year 2009_idinteraction importance of legislative and executive and lack of society
participation. This ‘matter seen from is tardy to draft of RAPBD raised by executive and or
legislative, planning of society cannot be accomodated by legislative executive and or lack of
communications to do by legislative to be dialogued direct so that made planning cannot
touch requirement of society.

Keywords: Political Communication, the executive, legislative, interpersonal communication,
organizational communication, the preparation of proposal budget.
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ABSTRAK
Komunikasi Politik Antara Eksekutif Dan Legislatif
Dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir
(Studi : Hubungan Pemerintah Daerah Dengan DPRD Dalam Penyusunan APBD)

Syahbudi
Universitas Terbuka
syahbudiut@yahoo.co.id
KataKunci: Komunikasi politik, eksekutif, legislatif, komunikasi interpersonal,
komunikasi organisasi, penyusunan RAPBD

Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan bentuk komunikasi politik
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam prosef pembahasan RAPBD
Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009 dan mendiskripsikan~ faktor-faktor yang
mempengaruhi komunikasi politik antara Pemerintah, Daerah dengan DPRD dalam
proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir 1dhun Anggaran 2009.

Penelitian ini sangat terkait dengan prosés formulasi kebijakan publik, dalam
hal ini kebijakan APBD, dimana dinamika k¢lompok dalam DPRD sendiri ataupun
panitia anggaran dan dinamika pemerintali, daerah memberi pengaruh besar dalam
proses kebijakan. Kemampuan membangunkerjasama diantara masing-masing
kelompok maupun intern kelompok ‘ddlam” proses kebijakan, seperti kemampuan
menggalang koalisi antar fraksi dalanpDPRD akan memberikan tekanan politik yang
kuat bagi DPRD untuk menetdpkan atau menolak RAPBD yang ditawarkan oleh
pemerintah.

Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan sumber
nonmanusia. wawancara /dilakukan secara mendalam (Indepth Interview) yang
bertujuan untuk mencari lebih dalam apa yang terkandung dalam hati dan pikiran
informan. Dengan wawdrcara mendalam bisa digali apa yang tersembunyi baik yang
menyangkut masalampau, masa kini, masa depan sehingga suatu fenomena sosial bisa
dijelaskan ddn dipahami yaitu bagaimana bentuk dan tipe komunikasi politik antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui Faktor-faktor yang
mempengaruhi komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam
proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2009 adalah
interaksi kepentingan pihak legislatif dan eksekutif dan kurangnya partisipasi
masyarakat. Hal ini terlihat dari lambatnya draft RAPBD yang diajukan oleh pihak
eksekutif, perencanaan masyarakat tidak dapat diakomodir oleh pihak eksekutif
ataupun legislatif dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak legislatif
terhadap dialog langsung sehingga perencanaan yang dibuat tidak dapat menyentuh
kebutuhan masyarakat.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Pengertian dan Fungsi Komunikasi Politik

Menurut Almond (1960), komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang
selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the
political system, political socialization and recruitment, \interest articulation,
interest aggregation, rule making, rule application{ and rule adjudication, are
performed by means of communication.

Robin dan Ring (1985) _,menyatakan komunikasi politik sebagai
penyebaran arti, makna atau pesan yafig bersangkutan dengan fungsi suatu sistem
politik. Komunikasi politik"bisa juga dikatakan merupakan proses melakukan
ekspresi pendapat, pandahgan atau perilaku, baik perorangan maupun kelompok
lembaga yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan
mengenai masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan pembangunan.

Sementara Plano (1989) mendefinisikan komunikasi politik sebagai
penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu
sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan,
dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang

lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau
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parpol. Namun demikian komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap
lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

Nimmo (1989) mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan
politk yang benar-benar mempertimbangkan dengan segala konsekuensi
kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan.

Sejalan dengan pendapat Nimmo di atas, maka Rauf (1993) menyatakan
bahwa komunikasi dapat dipandang sebagai politik, jika pesan.yang dibawa itu
berusaha untuk mempengaruhi proses pembuatan, \yang menghasilkan
kebijaksanaan publik. Berdasarkan pengertian dari teberapa ahli di atas, peneliti
memandang komunikasi politik sebagai updya’ dari pelaku komunikasi (anggota
DPRD dan konstituennya) untuk dapat memperoleh aspirasi-aspirasi yang
berkembang di antara keduanya, yafig kemudian diteruskan menjadi kebijakan
publik.

Dengan adanya’ “kesesuaian antara kepentingan masyarakat dan
pemerintahan daerah ~akan mendorong terciptanya iklim yang baik di antara
semua elemen di daerah. Anggota dewan dalam masa persidangan melakukan
komunikasi” politik baik secara vertikal maupun secara horizontal karena
komunikasi politik merupakan salah satu fungsi sistem politik. Wakil rakyat atau
anggota parlemen dapat dikatakan sebagai seorang broker komunikasi, yang
menjadi perantara antara konstituennya dengan pemerintah. Ia harus menjaring
masalah, gagasan dan mendengarkan pesan-pesan ;11ereka dengan menggunakan

segala kemampuan komunikasinya.
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Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam
supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Seperti yang dinyatakan
oleh Cipto (1995) bahwa parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat
undang-undang (law - making body) semata-mata tetapi juga sebagai media
komunikasi antara rakyat dan pemerintah.

Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu
dalam setiap sistem sosial. Menurut Widjaja (1999) fungsitkemunikasi politik
dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

a. Informasi - pengumpulan, penyimpanan, pempfosesan, penyebaran berita,
data, gambar, fakta dan pesan opini dan Komentar yang dibutuhkan agar dapat
dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang
lain agar dapat mengambil keputusan‘yang tepat.

b. Sosialisasi (pemasyarakatan) - penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang
memungkinkan orang bérsikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang
efektif sehingga'ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif d: dalam
masyarakat.

c. Motivasi - menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun
jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya,
mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang

akan dikejar.

10
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d. Perdebatan dan diskusi adalah fasilitasi dalam menyediakan dan saling
menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau
penyelesaian perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

Fungsi komunikasi politik mempunyai makna dan arti yang sangat penting
dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik baik itu oleh infra maupun
supra struktur politik. Sastroadmodjo (1995) menyatakan bahwa :

“fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur{politik menyerap
berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang
berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya, ‘sebagai bahan dalam
penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi~ komunikasi politik juga
merupakan  fungsi penyebarluasan rencana-reéncana atau kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat\ Dengan demikian fungsi ini
membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan
dari pemerintah kepada rakyat .

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan
kebijaksanaan, komunikasi~ politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya
informasi politik, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang
menjadi aspirasi~rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang
dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Proses pembuatan kebijakan
melalui kegiatan komunikasi politik yang dilaksanakan oleh anggota perwakilan
rakyat daerah (DPRD) diharapkan dapat  mewujudkan cita-cita perjuangan
seluruh rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan pemerintahan,

sehingga tuntutan dan harapan terhadap berperannya lembaga perwakilan rakyat

sangat diperlukan oleh seluruh rakyat.

11
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Realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan
seluruh rakyat merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana
yang diajarkan dalam teori demokrasi itu sendiri, dimana anggota masyarakat
mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan
kebijaksanaan pemerintahan. Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang melakukan
tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan
kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan seluruh rakyat:

Wakil rakyat harus mengetahui benar aspirasi rakyat tentang apa yang
diinginkannya (rakyat). Untuk dapat mengetahui\(secara benar aspirasi atau
keinginan yang berkembang di tengah-tengalf miasyarakat, maka para wakil rakyat
harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara
teratur.

2. Bentuk Komunikasi Politik

Pengertian komuriikast politik secara sederhana adalah merupakan kontak
antara wakil dan-konsfituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara
berbagai pikiran yang hidup dalam masyarakat. Kontak politik antara wakil dan
konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula.

Penjelasan bagaimana bentuk-bentuk komunikasi politik, Widjaja (1999)
membaginya ke dalam tiga kelompok yaitu :

a. Komunikasi personal
Komunikasi yang ditujukan pada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat

berupa - anjang sono, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal
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efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan
terkonsentrasi.

b. Komunikasi kelompok
Komunikasi yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Kelompok adalah
suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata
dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah :
ceramah, briefing, indoktrinasi, penyuluhan dan sebagainy&:

¢. Komunikasi massa
Komunikasi yang ditujukan kepada massd )atau komunikasi yang
menggunakan media massa. Massa disini adaizh kumpulan orang-orang yang
hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.

Nimmo (2004:168) menyatakan bahwa dalam melakukan komunikasi

politik anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik seperti

berikut ;

a. Bentuk komunikasiinterpersonal
Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada yang satu. Kegiatannya
meliputi” dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya.
Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa
berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa
menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh

jarak.
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b. Bentuk komunikasi organisasi
Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak.
Kegiatannya meliputi sidang, konvensi, ceramah dan penyuluhan yang
dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan

permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.

3. Tipe Komunikasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Komunikasi antara pemerintah daerah dengan” DPRD dalam
memformulasikan kebijakan publik khususnya. dalam hal ini APBD dapat
mencerminkan proses-proses interaksi dalam bentuk asosiatif maupun disosiatif
yang memiliki dinamika tersendiri sespai dengan karakteristik lokal sebagai wujud
pelaksanaan otonomi daerah.

Proses penetapan ,berbagai kebijakan pemerintah seperti disebutkan
Wibawa (1994: 27) memipakan sebuah politik dalam menetapkan pilihan-pilihan
prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang berdasarkan berbagai alternatif
dari berbagai_ kelompok, yang pada akhirnya ditentukan oleh kekuasaan atau
kewenangan pemerintah daerah bersama DPRD yang saling berinteraksi. Jadi
dalam hal ini komunikasi pemerintah daerah dan DPRD merupakan wujud dari
kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Menurut Parson (2005: 484), kekuasaan dalam komunikasi dapat dilihat

dalam dua pendekatan yaitu :
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a. Pendekatan kekuasaan dan ketergantungan sumber daya (power and resources
dependency approach), pendekatan ini berargumen bahwa komunikasi
organisasi adalah produk dari hubungan kekuasaan dimana organisasi-
organisasi dapat membuat organisasi yang lebih lemah lebih tergantung untuk
berkomunikasi dengan mereka. Pada gilirannya, organisasi-organisasi yang
tergantung pada organisasi yang lebih kuat harus menjalankan strategi
bekerjasama dengan organisasi yang lebih kuat urituk mengamankan
kepentingan mereka dan mempertahankan otonomi” relatifnya atau
mempertahankan ruang mereka untuk beroperast:

b. Pertukaran organisasi, pendekatan ini méngatakan bahwa organisasi bekerja
dengan organisasi lain dengan saling mempertukarkan manfaat mutual. Levine
dan White (1961) mengatakan bahiwa ciri utama dari pertukaran itu merupakan
komunikasi sukarela yang ‘dilakukan demi mencapai tujuan masing-masing
pihak. Dalam model ketergantungan kekuasaan, relasi organisasional
didasarkan pada dominasi dan dependensi, sedangkan pertukaran didasarkan
pada kepentingan bersama. Meskipun sebuah agen mungkin tergantung kepada
sumber daya sentral, ada kemungkinan bahwa agen pusat juga akan tergantung
kepada agen lokal untuk mengimplementasikan tujuan kebijakan.

Pada kedekatan ketergantungan sumber daya, komunikasi antar organisasi
merupakan penggunaan kekuasaan suatu organisasi yang dapat mempengaruhi

organisasi yang lemah. Organisasi yang lemah berusaha melindungi
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kepentingannya dengan menjalankan suatu strategi. Sedangkan pada pendekatan

pertukaran organisasi, komunikasi antar organisasi diidentifikasi dengan adanya

kesukarelaan atas dasar untuk pencapaian tujuan.

Komunikasi kekuasaan ini dijelaskan oleh Stone (1979: 280), bahwa
terdapat tiga pola kekuasaan. Pertama, kekuasaan dapat terjadi pada komunikasi
personal maupun kelompok. Kedua, penggunaan kekuasaan tidak hanya
menyangkut maksud atau tujuan tetapi juga menyangkut Sitnasional. Ketiga,
komunikasi kekuasaan merupakan wujud dari systemic power yang membentuk
tipe-tipe komunikasi kekuasaan. Pengertian kekuasaa disini dapat dipahami tidak
sebatas kekuasaan yang didapatkan secara legal, formal tetapi juga menyangkut
penguasaan atas sumber daya, data,-pengetahuan, informasi maupun kapasitas
individu kelembagaan.

Menurut Stone (1979:.282) terdapat 4 (empat) tipe komunikasi dalam
penggunaan kekuasaan anfar institusi yaitu sebagai berikut ;

a. Decisional, ~komunikasi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau
wewerlang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat untuk
memperjuangkan kepentingannya atau dalam kontek kebijakan adalah untuk
menetapkan pilihan-pilihan akhir kebijakan. Komunikasi ini juga dapat
langsung memberikan dukungan kepada pihak atau kelompok tertentu seperti
pada saat pemilihan umum atau kampanye.

b. Anticipated Reaction, komunikasi yang bersifat langsung namun yang

terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya pada
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situasi tertentu. Misalnya dapat terjadi bila pemerintah daerah berupaya
mangakomodir keinginan DPRD sepanjang hal tersebut memberi manfaat
kepada pemerintah karena jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan reaksi dari
DPRD akan berdampak pada terhambatnya penetapan kebijakan.

c. Nondecision making, komunikasi yang diidentifikasi adanya kelompok yang
kuat atau mayoritas berupaya mempengaruhi kebijakan. Komunikasi tipe ini
juga dapat melibatkan pihak ketiga atau eksternal untuk méndukung salah satu
aktor kebijakan. Pengaruh eksternal ini menjadi bagian dari kekuasaan dan
kepentingan elit. Dalam kontek ini terjadi misalnya pemerintah daerah karena
lebih mempunyai sumber daya dapat <mémpengaruhi proses pengambilan
kebijakan.

d. Systemic, komunikasi yang,secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem
seperti sistem politik, ekonomi, sosial. Hal ini diidentifikasi melalui perilaku
elit/ pejabat yang berpitiak kepada kepentingan kelompok tertentu. Dalam tipe
komunikasi <ini \penggunaan kekuasaan dilakukan oleh tiga kelompok atau
aktor yang Trienempatkan pejabat publik pada posisi tengah. Komunikasi tidak
langsung” ditandai terjadinya komunikasi antar kelompok kepentingan yang
berusaha untuk mempengaruhi elit kebijakan dengan tujuan agar
kepentingannya dapat menjadi pilihan kebijakan, namun disatu sisi,
penggunaan dukungan kelompok kepentingan dinilai strategis oleh elit

kebijakan untuk memperkuat prioritas pilihan kebijakannya.
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Dalam proses komunikasi sering terjadi berbagai perbedaan penafsiran
terhadap tingkah laku orang lain. Stoner mengistilahkan hal ini dengan perbedaan
persepsi. Menurut Stoner (1996: 219) perbedaan persepsi merupakan salah satu
cara untuk mengidentifikasi suatu komunikasi dapat dinilai efektif dan tidak
efektif. Perbedaan persepsi merupakan suatu hambatan umum dalam proses
komunikasi. Orang atau kelompok dengan latar belakang pengetahuan yang
berbeda sering menerima fenomena yang sama dengan persépsi_atau perspektif
yang berbeda. Untuk mengatasi perbedaan persepsi ‘pesan” harus dijelaskan
sehingga dapat dipahami oleh penerima yang meipunyai pandangan dan
pengetahuan berbeda. Untuk mengatasi pérbedaan persepsi penerima  perlu
memberikan konfirmasi dan menyatakan ulang pokok pembicaraan, demikian awal
yang mengarah kepada terjadinya ‘konflik. Untuk mengatasi ini diperlukan apa
yang disebut oleh Stoner (1996: 231) proses integrative yaitu proses negosiasi
dimana keuntungan kedwva belah pihak didorong. Ini dikenal juga dengan situasi
menang-menang;-kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi kepentingan mercka
yang ditandai.dengan komunikasi terbuka atau bisa diistilahkan transparan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat pentingnya komunikasi dalam proses
interaksi. Proses komunikasi pemerintah daerah dengan DPRD dalam formulasi
kebijakan publik sangat memungkinkan terjadinya berbagai perbedaan persepsi
mengingat perbedaan pengetahuan, pengalaman dan bahkan perbedaan
kepentingan antara pemerintah daerah dengan DPRD atau bahkan dalam internal

DPRD sendiri. Perbedaan persepsi ini dapat terjadi dalam memahami peraturan
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yang tentu dapat menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran terhadap ketentuan
yang mengatur proses formulasi kebijakan publik khususnya kebijakan APBD
dilakukan dalam proses hearing antara panitia anggaran DPRD dengan panitia

anggaran pemerintah daerah.

4. Kebijakan Publik

Winarno (2004) mengemukakan studi kebijakan publik dalam konteks
Indonesia menjadi semakin penting dan menarik jika dikaitkan dengan wacana
otonomi daerah yang kini tengah dijalankan. Secara/urhum istilah kebijakan atau
policy dipergunakan untuk menunjuk perildkw scorang aktor (misalnya seorang
pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor
dalam suatu bidang kelompok, mauptin suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah
aktor dalam suatu bidang tettentu.

Menurut Lutan“dalam Giroth (2004: 28), kebijakan publik lahir karena
adanya tantangan.dan masalah yang harus dipecahkan, yang dampaknya dirasakan
sangat meluas dalam kehidupan bermasyarakat.

Duncan Mac Rae dan James A. Wilde dalam Giroth (2004: 28)
menjelaskan bahwa policy dimaknai sebagai suatu rangkaian tindakan yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap sejumlah besar orang, bahwa pada
hakekatnya kebijakan pemerintah merupakan kebijakan dari rakyat oleh rakyat dan
untuk rakyat, karena kebijakan adalah suatu tindakan dan apabila tindakan itu

dilakukan oleh pemerintah maka disebut kebijakan publik. Disebut kebijakan
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publik karena kebijakan tersebut dikembangkan dan ditentukan oleh badan
pemerintah atau pejabat pemerintah.

Pada dasarnya terdapat banyak definisi tentang kebijakan publik (policy)
dalam ilmu politik. Para ahli yang mengemukakan definisi kebijakan publik
terbagi dalam dua kelompok menurut Santoso (1988: 4) yaitu sebagai berikut ;
Pertama adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik
dengan tindakan-tindakan pemerintah, yang cenderung untuk“dianggap bahwa
semua tindakan dapat disebut kebijaksanaan publik (R.S Rarker; Thomas R Dye,
Edward R Sarkansky). Kedua adalah para ahli yang.m¢mberikan perhatian khusus
pada pelaksanaan kebijaksanaan (Nakamara, ‘Smallwood, Pressman dan
Wildavsky; 1978).

Menurut Eyeston dalam Winariio (2002: 25) secara luas kebijakan publik
dapat didefinisikan sebagai “\hubungan suatu unit pemerintah dengan
lingkungannya. Sementarda Dye dalam Winarno (2002: 15), mengemukakan
kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan dan
tidak dilakukan. Ménurut Winarno (2002), batasan yang diberikan oleh Dye agak
tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa
yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya
dilakukan oleh pemerintah.

Lebih jauh Winarno (2002) menerangkan definisi mengenai kebijakan

publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau
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apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.
Berdasarkan pada  pertimbangan seperti ini maka definisi yang lebih
komprehensif disampaikan oleh Anderson dalam Winamo (2002: 16), kebijakan
publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu
persoalan. Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa kebijakan
publik merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan defigan kepentingan
umum.

APBD merupakan kebijakan publik yang Jsangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses jperumusan kebijakan umum
anggaran (KUA), sasaran dan prioritas, APBD merupakan perencanaan kebijakan
pemerintah daerah yaitu tentang\APBD. Menurut Bridgman-Davis dalam
Nurcholis (2005: 160) definisi_dari perencanaan kebijakan publik adalah sebagai
berikut :

a. Merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik
dalam rangka miencapai kesejahteraan bersama.

b. Merupakan proses merumuskan keputusan yang diambil unuk mengurus
masalah-masalah publik.

c. Merupakan pengaturan permasalahan umum yang hanya bisa dilakukan oleh
lembaga (organisasi publik) yang sah karena mempunyai kekuatan memaksa
(enforcement right) kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

d. Memiliki dimensi yang luas, oleh karena itu perencanaan harus dilakukan

secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.
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Dari berbagai pendapat di atas dapat ditentukan butir-butir penting
kebijakan publik sebagai berikut.

a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan
menciptakan kesejahteraan masyarakat.

b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua
variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.

c. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksan:

d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil ‘atau’ tidaknya dalam
menyelesaikan masalah.

Salah satu tugas utama pemerintali daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah
dengan membuat kebijakan pemerintalr daerah. Sebagaimana disampaikan oleh
Djohan (1987: 161) suatu daerah otonom berhak mengurus rumah tangganya
sendiri, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan menyangkut kepentingan
orang banyak.

Sarundajanig (2005: 320) menyatakan bahwa konsekuensi dari kebijakan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah dan DPRD
diharapkan untuk membuat kebijakan pemerintahan lokal atau daerah otonom.
Kebijakan adalah hasil dari komunikasi antara kekuasaan dan kepentingan. Lebih
lanjut menurut Djohan (1987:162), dalam konteks penyelengggaraan
pemerintahan daerah, kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai keputusan-

keputusan otoritatif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
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menyelenggarakan  urusan-urusan  pemerintahan dalam suatu  yuridiksi
pemerintahan lokal atau daerah otonom. Keputusan-keputusan tersebut dapat
berbentuk peraturan-peraturan daerah yang dibuat dan dikeluarkan oleh
pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
surat-surat keputusan kepala daerah, instruksi-intruksi kepala daerah dan bahkan
arahan-arahan kepala daerah.

Menurut Anderson seperti yang ditulis Santoso (1998: 7) perumusan
kebijaksanaan melibatkan suatu pola tingkah laku yang\berkeésinambungan dan
melibatkan berbagai keputusan. Kebijakan publik whempunyai 3 aspek analisis
yaitu analisis mengenai perumusan kebijaksdnaan, analisis mengenai pelaksanaan
kebijaksanaan dan analisis mengenai-penilaian (evaluasi) kebijaksanaan. Bila
ditinjau dari aspek analisis kebijakan publik maka penelitian ini merupakan
analisis pada tahap peruffiusan kebijjakan publik yaitu Perda APBD yang
merupakan hasil komuriKasi dari institusi penyelenggara pemerintah daerah.
Sebagaimana dikemukakan Santoso (1988: 8) bahwa analisis perumusan
kebijaksanaan membahas misalnya, hubungan antara agensi-agensi pemerintah
dimana kebijaksanaan tersebut dirumuskan, dan hubungan antara badan eksekutif
dan legislatif selama proses perumusan kebijaksanaan berlangsung. Analisis ini
misalnya mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu kebijakan dibuat,
mengapa pemerintah memilih alternatif A dan bukan alternatif B sebagai
kebijaksanaannya. Siapa saja yang yang terlibat dalam perumusan kebijaksanaan

tersebut dan siapa yang paling dominan. Dalam analisis ini diperlukan gambaran
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lengkap mengenai kelompok yang memerintah dan komunikasi antar anggota

kelompok tersebut.

5. Agenda Setting/Agenda Pemerintah (Governmental Agenda)

Tahap pembentukan agenda adalah tahapan dimana cikal bakal atau benih
kebijakan dilontarkan, diisyukan dan diperdebatkan sehingga menarik perhatian
pemerintah dan masuk menjadi agenda pejabat, maka kemungkinan besar ia akan
keluar sebagai suatu kebijakan pemerintah, akan tetapi Untuk masuk menjadi
agenda ini tidak mudah, jalan berliku harus ditempuh demikian menurut Djohan
(1987: 63).

Menurut Nugroho (2004: 10), perumusan masalah adalah inti dari
kebijakan publik, karena disini diruniuskan batasan-batasan kebijakan itu sendiri.
Untuk itu, pertama kali haras disadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik
yaitu bahwa kebijakan\publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap
kehidupan publik.untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Jadi core dari
kebijakan publik itu sendiri adalah intervensi. Kenapa demikian? Sederhana saja.
Meskipun kebijakan publik adalah apa yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak
dikerjakan pemerintah, namun sebenarnya yang menjadi fokus adalah apa yang
dikerjakan pemerintah karena bersikap aktif. Fokusnya adalah intervensi maka

yang menjadi perhatian dari kebijakan publik adalah mengarah kepada tindakan-
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tindakan yang dapat dilakukan pada wilayah-wilayah yang memang dapat
diintervensi.

Dunn (2003: 26) mengemukakan, perumusan masalah dapat memasok
pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi
yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan
melalui penyusunan agenda (agenda setting). Sementara beberapa ahli yaitu
Truman, Dahl dan Lindblom dikutif oleh Parson (2005: 127) menyatakan bahwa
definisi problem dan penetapan agenda kebijakan pada dasatnya adalah hasil dari
proses kompetensi antar kelompok yang berbeda.

Dapat dipahami bahwa tahap pefumusan masalah adalah untuk
mengantarkan masalah-masalah publik pada agenda pembahasan. Apabila
suatu isu publik atau permasalahan Jpublik tidak masuk dalam agenda setting
maka tidak akan menjadi~ prioritas dalam pembahasan, Seperti dinyatakan
Winarno (2002: 28) pada‘tahap penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan
diangkat menempatkati” masalah dalam agenda publik. Sebelumnya masalah-
masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda
kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk agenda kebijakan para
perumus. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan
beberapa masalah ditunda untuk waktu yang lama.

Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat akan menghasilkan beragam
tuntutan permasalahan dan isu yang menjadi perhatian publik yang masing-

masing akan didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, para
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pejabat dipilih seperti dimaksud dalam pernyataann Winarno (2002; 28) harus
memahami masalah publik.

Islamy ( 2002: 85) menyatakan istilah agenda setting dalam proses

perumusan kebijakan publik dengan agenda pemerintah (governmental agenda).
Menurut Islamy ( 2002: 85) agenda pemerintah disusun atas problem-problem
yang sangat membutuhkan keaktifan dan keseriusan pembuat keputusan untuk
mempertimbangkannya. Seperti juga dikemukakan oleh Cobb-dan Elder dalam
Islamy ( 2002: 86).
Publik problem dapat masuk dalam governmentalvagenda kalau para pembuat
kebijaksanaan menaruh atau memberikan perhatiati yang serius dan aktif terhadap
publik problem tersebut. Oleh karena publik problem itu begitu banyaknya maka
para pembuat keputusan memilih dan"meénetukan publik problem menurut mereka
yang perlu atau seharusnya/memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara
serius dan aktif. Mungkifidi antara pembuat keputusan yang satu berbeda
persepsinya dengan yang lain terhadap publik problem yang perlu mendapat
‘perhatian senus. Tetapi kalau sebagian besar pembuat keputusan sepaham bahwa
prioritas periu diberikan kepada publik problem tertentu, maka timbullah policy
issue yang dapat segera dimasukkan atau ditampilkan dalam agenda pemerintah.

Sementara Kimber, et. al. dalam Wahab (2004: 40) mengungkapkan suatu

isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan untuk dijadikan
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agenda kebijakan publik kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Di antara

sejumlah kriteria itu yang penting adalah sebagai berikut ;

a. Isu tersebut telah mencapai suatu titik krisis tertentu, sehingga ia praktis tidak
lagi bisa diabaikan begitu saja, atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu
ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan
krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.

b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikulasi tertentu yang dapat
menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik:

c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat ‘dari) sudut kepentingan orang
banyak, bahkan umat manusia pada umurinya dan mendapat dukungan berupa
liputan media masa yang luas.

d. Isu tersebut menjangkau dampak yang sangat luas.

e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam
masyarakat.

f. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionable, dimana posisinya

sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Lebih lanjut menurut Wahab (2004), banyak bukti menunjukkan bahwa
meskipun beberapa persyaratan di atas relatif terpenuhi, dalam praktek kebijakan
di Indonesia ternyata tidak jalan. Hal tersebut sangat bergantung para peran dan
pengaruh para agenda setters. Para agenda setters tersebut merupakan kelompok-

kelompok kepentingan, pejabat senior pemerintahan dan tokoh-tokoh
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berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, Wahab (2004) menerangkan
bahwa proses masuknya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah merupakan
suatu proses yang berdosis politik sangat tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses agenda setters merupakan aktivitas
para aktor yang berkepentingan untuk pengkajian dan mengindentifikasi isu-isu
kebijakan yang akan dijadikan prioritas pembahasan. Dalam proses perumusan
APBD isu-isu kebijakan dapat berbentuk kegiatan-kegiatan(pembangunan dan

target yang ingin dicapai oleh pemerintahan daerah dalam'masa yang akan datang.

6. Formulasi Kebijakan ( Policy Formulation)

Tahapan kebijakan selanjutnya-setelah” agenda setting adalah formulasi
kebijakan ( policy formulation). Menmirut Dunn (2003: 24) dalam proses kebijakan
publik salah satu tahapanmnya‘adalah formulasi kebijakan yaitu para pejabat
merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan
melihat perlunya.membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan
legislatif.

Sedangkan Winarno (2002:29) menerangkan bahwa masalah yang masuk
ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-
masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang

ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda

28

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41034.pdf

kebijakan dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing
untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
Pada tahap ini masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan
masalah terbaik.

Menurut Islamy (2002: 92) setelah beberapa problem umum dapat
dimasukkan kedalam agenda pemerintah maka langkah selanjutnya adalah proses
perumusan kebijaksanaan Negara yaitu perumusan usulan-usulan kebijaksanaan
Negara ( policy proposal).

Berkaitan dengan tahapan formulasi atau pembuatan rencana kebijakan
Wibawa (1993: 2) mengungkapkan bahwa tahap, ini adalah tahap yang paling
krusial, dimana implementasi dan evaluasi kebijakan yang dibuat hanya dapat
dilaksanakan jika tahap formulasi {¢lah diselesaikan. Dengan demikian, kegagalan
suatu kebijakan program -dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar
bersumber pada kekurang--sempurnaan pengelolaan tahap formulasi ini. Hal ini
senada dengan yang diSampaikan Wasistiono (2005) yang menyatakan perumusan
masalah mérupakan langkah yang paling menentukan dalam analisis kebijakan
publik. Pefumusan masalah yang tepat berarti telah menyelesaikan separuh dari
masalah. Berdasarkan pemaparan di atas tergambar bahwa proses formulasi
APBD mempunyai nilai strategis dalam perkembangan kemajuan pembangunan
suatu daerah.

Formulasi kebijakan meliputi kegiatan-kegiatan mengindentifikasi

alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang memuaskan atau paling
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mungkin untuk dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses

pembuatan kebijakan Negara sebelum sampai pada tahap pengesahan penetapan

(output) harus melalui rangkaian proses berikut.

a. Proses awal (input atau tahap perancangan) yaitu inventarisasi masalah,
merumuskan masalah kemudian dibawa ke agenda setting atau agenda
pemerintah.

b. Proses inti yakni proses pembahasan yaitu bagaimana memformulasikan
masalah dan alternatif pemecahan masalah, ‘berserta anggarannnya,
mengevaluasi untung ruginya sampai membuat Jatau memilih alternatif yang
ada untuk mendapatkan legitimasi olel pemerintah.

Pada proses-proses tersebut-terjadi komunikasi para pembuat kebijakan,
dalam hal ini Pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam
proses pembuatan kebijakan'APBD.

Menurut Wasistiono (2003), dalam pelaksanaan hubungan keduanya sering
terjadi deviasi.yaitu’:

1. Kondisi~yang seakan-akan kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD
sehingga sikap DPRD cenderung merasa sebagai atasan eksekutif.

2. Pemahaman anggota DPRD terhadap fungsinya relatif belum seutuhnya
sehingga cenderung berseberangan dengan eksekutif.

3. Adanya upaya mencari-cari kesalahan eksekutif dalam pelaksanaan

pemerintahan.
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4. Pengawasan yang berlebihan sehingga banyak hal teknis yang dimasuki oleh
legislatif.

5. Dalam penyusunan RAPBD intervensi DPRD terlalu jauh sampai pada detail-
detail yang seharusnya menjadi tufoksi eksekutif.

6. DPRD yang sebenarnya mempunyai hak inisiatif dalam pembuatan undang-
undang , namun relatif tidak pernah dilakukan.

Dalam proses penyusunan RAPBD, menurut Matdiasmo ( 2004 ) ada
beberapa persoalan yang sering muncul dari pemerintahidacrah sebagai pengusul
program yaitu sebagai berikut.

1. RAPBD yang disampaikan pemda, felatif’ terlambat diterima oleh DPRD,
akibatnya DPRD tidak mempunyai cukup waktu untuk mencermati dan
mengkritisi usulan tersebut.

2. RAPBD yang diusulkan'menggunakan acuan minimal dalam penerimaan dan
maksimal dalam\/pengeluaran akibatnya potensi penerimaan tidak tergali
dengan baik, sementara alokasi belanja disusun penuh dengan nilai maksimal.

3. Motivasi-pengusulan anggaran oleh satuan kerja lebih banyak berorientasi
proyek daripada hasil. Akibatnya usulan-usulan kegiatan saling tumpang tindih
antara satuan kerja yang pemanfaatannya bagi masyarakat sangat kurang dan
banyak terjadi duplikasi anggaran atau bahkan mengusulkan kegiatan rutin
menjadi proyek.

Kondisi seperti ini juga terjadi dari pihak legislatif, yaitu adanya beberapa

sikap diantaranya sebagai berikut.
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1. Mengingat kebijakan penetapan ada di tangan DPRD sebagai penyetuju
anggaran, maka banyak pengguna anggaran dalam hal ini satuan kerja
pengusul anggaran melakukan langsung lobi ke DPRD, akibatnya mekanisme
penyusunan anggaran menjadi tidak terstruktur dengan baik.

2. Dari pihak DPRD sendiri banyak bermunculan pribadi atau kelompok yang
dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, banyak usulan yang muncul
secara mendadak dari belakang meja DPRD.

3. Kemauan dan kemampuan alat kelengkapan DPRDuuntuk ' mempelajari secara
mendalam dan menyeluruh tentang budger/pplicy yang menjadi tugas
pokoknya dalam penganggaran masih refatif renndah dan belum merata.

Adanya kepentingan - kepentingan dari kedua lembaga tersebut dalam pola
hubungan yang diterapkan, maka”semakin menjauhkan peran dan partisipasi
masyarakat dalam keikutsertaannya pada proses pembangunan. Menurut
Djoyosoekarto (2003 );/bahwa selama ini sangatlah sulit bagi masyarakat umum
untuk terlibat-.secaia” aktif dalam proses pengganggaran, masyarakat harus
menghadapi hambatan dalam berpartisipasi riil dan memperoleh dokumen APBD,
padahal aspirasi masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk membangun
pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan transparan serta akuntabel.

Pada masalah ini pemerintah, termasuk didalamnya legislatif dan
eksekutif diharapkan mampu menciptakan suatu jaringan struktur yang bisa
menjamin terlaksananya fungsi-fungsi itu secara efektif dan efisien dalam

hubungan yang harmonis dengan pelibatan partisipasi masyarakat secara
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proporsional di dalamnya. Komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah
sebagai mitra sejajar merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk
saling melengkapi bukan untuk saling menjatuhkan. DPRD sebagai wakil rakyat
harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah
melalui penetapan arah kebijakan umum APBD yang sepenuhnya menjadi
wewenang DPRD untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam penentuan
arah kebijakan umum APBD ini, DPRD juga dapat memgperoleh masukan dari
pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan kineija penyelenggaraan APBD

periode sebelumnya dan informasi lainnya yang terkdit dengan penyusunan APBD.

7. Penganggaran Daerah

Proses kebijakan bagaikan Sebuah pertandingan tanpa akhir. Gelanggang
selalu berubah dengan taktik\strategi yang silih berganti dan pertandinganpun
tetap berlanjut. Proses “pénganggaran (budgeting process) mungkin dapat
dijadikan sebagai, Sébuah gambaran paling baik mengenai hal ini, demikian
pendapat Jones (1996: 253).

Wildavski dan Hammound dalam Rossesnbloom dan Kravchuk (1992:
328) mengemukakan: Whatever else they may be, budgets are manifestly
political documents. They engage the intense concern of administrator,
politicians, leaders of interest groups and citizens interested in the who gets what

and how much of governmental allocation.
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Proses penganggaran memiliki dinamika tersendiri dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berproses dalam suatu system politik.
Proses penganggaran merupakan proses politik, yang memuat pernyataan
mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hal ini merupakan pula suatu
tatanan nilai tentang apa yang harus selalu diperhatikan oleh sebuah pemerintahan,
demikian pendapat Wildavsky menyangkut pentingnya proses anggaran.
Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan
dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke‘masing — masing kegiatan
sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak ) dicapai, demikian definisi
penganggaran menurut Elmi (2002: 37).

Sedangkan APBD adalah rencana kéuangan daerah dalam bentuk peraturan
daerah. Sebagai sebuah kebijakan publik dibidang anggaran maka APBD
merupakan instrumen utama, untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun
anggaran. Dalam proseS-penyusunan APBD seharusnya melibatkan semua pihak
terkait dan mengembangkan demokratisasi dalam proses penyusunannya sebagai
upaya dalari-pencapaian good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

8. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD pada dasarnya adalah rencana
tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan rencana

jangka panjang yang dimuat dalam rencana strategis atau dokumen perencanaan
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lainnya. Pemerintah daerah dan DPRD menggunakan rencana strategis atau
dokumen perencanaan lainnya sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran APBD. Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan,
pemerintah dan DPRD perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.
Penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan
antara lain dengar pendapat, turun lapangan, kuesioner, dialog interaktif, kotak
saran, kotak pos, telpon bebas pulsa, web-site, inspeksi imendadak dan media
massa, demikian menurut ketentuan Kepmendagri No. 4 3'tahun 2009.

Kebijakan Umum Anggaran APBD memuadt pokok-pokok pikiran DPRD,

arah, mandate dan pembinaan dari penierintahian atasan, data historis (hasil

penjaringan aspirasi masyarakat, capaian Kinerja Perdinas), Renstrada (rencana

strategis daerah)

9. Strategi dan Prioritas’ APBD
Pada_prinsipnya seperti amanat Permendagri No. 13 Tahun 2009 setelah
disepakatinya kébijakan umum anggaran (KUA) oleh DPRD bersama pemerintah
daerah, maka pemerintah daerah menyusun strategi prioritas APBD. Dalam
kerangka perumusan APBD pada tahapan penyusunan strategi prioritas APBD
peran yang lebih besar dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menterjemahkan
kebijakan umum anggaran (KUA) dalam strategi prioritas APBD. Komunikasi

yang terjadi pada tahapan ini adalah setelah pemerintah daerah selesai menyusun
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strategis prioritas APBD maka diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan

persetujuan.

Paradigma baru perencanaan APBD menuntut adanya akuntabilitas publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai amanat undang-undang, DPRD memiliki
peran dan kewenangan yang lebih besar dibanding masa-masa yang lalu, substansi
pokok dalam perencanaan APBD adalah peran dan fungsi DPRD dalam
menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Hal ini sesuai _dengan Pasal 181
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

1. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda.tentang APBD disertai dengan
penjelasan dan dokumen-dokumen <endukungnya kepada DPRD untuk
memperoleh persetujuan bersama.

2. Rancangan Perda yang dimaksud dibahas pemerintah daerah dan DPRD
berdasarkan Kebijakart Umum APBD , serta prioritas dan plafon anggaran.

3. Pengambilan Keputtisan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tersebut
dilakukan-._selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran
dilaksanakan.

4. Atas dasar persetujuan DPRD tersebut, kepala dacrah menyiapkan rancangan
peraturan daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen
pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui DPRD dalam menyusun arah dan

kebijakan umum APBD, dan strategi serta prioritas APBD antara lain :
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1. Melakukan proses scanning lingkungan dan  need assesment untuk
menentukan poisisi dan kebutuhan daerah untuk tahun tersebut. Hal ini
dilakukan dengan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat.

2. Berdasarkan hasil need assesment dan penjaringan aspirasi masyarakat,
DPRD mempersiapkan draft arah dan kebijakan umum APBD serta strategi
dan prioritas APBD.

3. DPRD meminta bahan dan masukan dari pemerintah dderah tentang berbagai
aspirasi yang diperoleh dari rakorbang , hasil evaluasi”dan analisis kondisi
eksiting sebelum membuat kesepakatan dengan’pemerintah daerah.

4. Membuat kesepakatan antara DPRD ddn pemeérintah daerah. Kesepakatan yang
dibuat tersebut menghasilkan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi
dan prioritas APBD.

Menurut Undang<tindang nomor 32 tahun 2004, hubungan antara legislatif
dan eksekutif dalam ‘proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dijelaskan pada Pasal 25 yang menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai
wewenang, dan tugas terkait dengan APBD yaitu : (1) memimpin dan
menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD, (2) mengajukan rancangan Perda, (3) menetapkan Perda yang
telah mendapatkan persetujuan DPRD, (4) menyusun dan mengajukan rancangan
Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

Menurut Tim MCW (2005: 31) strategi dan prioritas APBD disusun adalah
untuk lebih memudahkan pencapaian atau pelaksanaan secara konkrit dari KUA

APBD. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala dan tantangan yang akan
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dihadapi dalam kebijakan umum anggaran seperti adanya keterbatasan sumber
daya misalnya. Dengan perkataan lain karena kebijakan umum anggaran bersifat
umum, maka diperlukan strategi dan prioritas untuk bisa mencapainya. Jadi
strategi dan prioritas seharusnya berdasarkan pada kebijakan umum anggaran,
keduanya harus terkait.

Perumusan strategi merupakan hal penting untuk menyikapi
kondisi’/kemampuan yang ada serta bagaimana memperiakukan peluang dan
tantangan yang menghambat pencapaian tujuan. Sedangkan prioritas merupakan
suatu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Dalam
hal ini sering timbul permasalahan yaity’ kesemrawutan dalam menentukan
prioritas sehingga pencapaian tujuap-tersebut menjadi tidak maksimal Tim Malang
Corruption Watch (2005: 32),

Pelaksanaan anggaran belanja daerah merupakan proses secara
keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan
disusunnya Rancangan APBD, terdiri dari beberapa tahapan proses pelaksanaan
anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-
Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Anggaran belanja daerah disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), RKPD dilakukan untuk perencanaan, penganggaran dan pengawasan

paling lambat dilaksanakan akhir bulan Mei.
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b. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran
berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada
pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut
berpedoman pada RKPD.

c. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh
pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran
berikutnya.

d. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah, disepakati dengan DPRD,
pemerintah daerah bersama DPRD membahag prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk dijadikan acuan bagi €etiap'SKPD.

e. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun
berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara
yang telah ditetapkan-oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

f. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

g. Hasil\ pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola
keudangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD
tahun berikutnya.

h. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai
dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada

minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya.
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i. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Perda tentang APBD
dilakukan selambat-lambatnya pada awal Desember untuk pengesahan atau

satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

10. Elemen Dinamis yang Melingkupi Proses Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam rangka
pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan bentuk umium _dari proses sosial
yang merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial sebagaimana
dijelaskan Soekanto (1990: 61).

Proses perumusan kebijakan publik imelibatkan komunikasi antara aktor-
aktor kebijakan, untuk tingkat daerah seperti disebutkan di atas dilakukan oleh
penyelenggara pemerintahan ,daerah yakni pemerintah daerah dengan DPRD.
Proses tersebut mensyaratkan adanya komunikasi kedua institusi penyelenggara
pemerintahan daerah\térsebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2004,-PP, 105/2000 serta Kepmendagri No. 29/2002 dan surat edaran
Mendagri\No. 903/2429/SJ. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam proses
perumusan APBD melalui beberapa tahapan yakni dimulai dengan perumusan arah
kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD serta pembahasan APBD. Pada
setiap tahapan tersebut terjadi komunikasi antara pemerintah daerah dengan
DPRD. Komunikasi tersebut terjadi karena adanya kekebijakan umum anggaran
saan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai

penyelenggara pemerintah daerah.
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Berdasarkan penjelasan dari Stone (1979: 280) terdapat 4 (empat) tipe
komunikasi kekuasaan yaitu: Decisional, Anticipated Reaction, Non Decision
Making and Systematic.

Proses komunikasi tersebut juga akan sangat tergantung pada elemen-
elemen dinamis yang melingkupinya. Menurut Stoker (1991: 91) elemen dinamis
tersebut adalah :

a. Persepsi menyangkut orientasi peran dari para pejdbat. senior pemerintah
daerah dan anggota DPRD serta asumsi yang dibarigun dalam masalah publik.

b. Sumber daya yang dimiliki seperti posisi.dalam hirarki kekebijakan umum
anggaran saan, penguasaan informasi, kernaimpuan manajemen.

c. Cara kerja yang meliputi strategi-atau taktik yang digunakan.

11. Komunikasi Pemerintaii Daerah dan DPRD dalam Kerangka Azas

Desentralisasi

Penerapan desentralisasi yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-
Undang, N0:22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No.
32 Tahun 2004 telah membentuk dinamika politik lokal yang memiliki
karakteristik tersendiri sesuai dengan kondisi daerah. Dinamika ini juga terlihat
dalam bentuk komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai wujud
dari fungsi mengatur (policy formulation) dan fungsi mengurus (policy
implementation) yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

Komunikasi kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah tersebut menjadi
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salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah,
walaupun sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya
ditentukan oleh proses komunikasi dengan berbagai institusi pusat maupun
pemerintah propinsi. Seperti diungkapkan Rondinelli (1983: 27) bahwa salah satu
faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi adalah komunikasi
antara penyelenggara pemerintahan ditingkat lokal.

Kebijakan APBD yang merupakan fungsi mengatur'menjadi faktor penting
dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonorni daerah karena APBD
mencerminkan komitmen dan perwujudannya eleli pemerintah daerah dan DPRD
sebagai representasi masyarakat lokal{ -Setiap kebijakan yang ditetapkan
merupakan hasil bekerjanya sebuah proses politik, dalam hal ini komunikasi antara
pemerintah daerah dengan DPRiJ" selama proses berlangsung mencerminkan
penggunaan dan distribusi_kekebijakan umum anggaran saan serta tarik menarik
kepentingan untpk “dmémpengaruhi alokasi sumber daya yang tersedia.
Sebagaimana-diungkapkan oleh Santoso (1988: 7) kebijakan publik adalah bagian
yang penting ‘dalam suatu proses politik. Dalam analisis sistem mengenai
kehidupan politik, kebijaksanaan publik suatu bagian dari output yang dihasilkan
oleh proses pembuatan keputusan  dalam sistem politik. Jadi analisis
kebijaksanaan sesungguhnya adalah bagian dari analisis mengenai proses politik.

Komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan bagian
dari proses komunikasi sosial sebagai sebuah proses sosial yang terdapat dalam

dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto (1990: 60) masyarakat
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mempunyai bentuk-bentuk struktural yang meliputi : kelompok sosial, stratifikasi
sosial, dan kekuasaan (institusi politik), lembaga sosial maupun kebudayaan.
Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan pemerintah daerah dan DPRD
merupakan wujud dari struktur sosial tersebut, sedangkan perubahan dan
perkembangan yang terjadi adalah cermin dari dinamika tertentu karena adanya
hubungan timbal balik di antara bentuk-bentuk struktural masyarakat tersebut baik
secara perorangan maupun secara kelompok. Berdasatkan pendapat diatas
Soekanto memberi batasan bahwa proses sosial merupakan cara-cara berhubungan
yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelefmpok-kelompok sosial saling
bertemu dan menentukan sistem serta berituk-bentuk hubungan tersebut atau apa
yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya
pola kehidupan yang telah ada.atau'dengan kata lain proses sosial diartikan sebagai
pengaruh timbal balik antara‘berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh
mempengaruhi antara/sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi

dengan hukum dan sé€terusnya.

Bentuk” umum proses sosial adalah komunikasi sosial yang juga dapat
dinamakan proses sosial, oleh karena itu komunikasi sosial merupakan syarat
utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Dalam hal ini pengertian komunikasi
difokuskan pada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi di antara
orang atau institusi, oleh karena itu komunikasi hanya akan terjadi bila terdapat

reaksi dari kedua belah pihak yang terlibat didalamnya.
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Dalam penelitian ini proses komunikasi antara pemerintah daerah dengan
DPRD adalah bagian dari komunikasi sosial sebagai bentuk umum suatu proses
sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Soekanto (1990: 64) mengemukakan syarat terjadinya komunikasi sosial
adalah adanya kontak sosial (social contact) dan adanya komunikasi. Kontak
sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk yaitu antara orang-perorangan, antara
orang perorangan dengan suatu kelompok dan antara kelofiipok manusia dengan
kelompok manusia lainnya. Dalam kontek penelitian‘\ini” komunikasi DPRD
dengan pemerintah daerah merupakan kontak ‘sosial” dalam bentuk kelompok
dengan kelompok.

Sehubungan dengan hal ini Woodhouse dalam Parson (2005: 441)
mengungkapkan kualitas kebijakan “publik sangat tergantung pada jaringan
pemikiran dan komunikasi_yang luas. Senada dengan pendapat tadi, Habermas
dalam Putra (2003: 65) mengungkapkan bahwa sebuah kebijakan publik hadir
kepermukaan -berdasarkan dari komunikasi yang ketat antara aktor inti dalam
proses formuiasi kebijakan dan warga masyarakat secara umum. Namun dapat
terjadi findakan-tindakan yang secara laten dan bersifat strategis yang
memungkinkan terjadinya manipulasi dan gangguan komunikasi secara
sistematis. Dalam kontek ini diskursus kebijakan publik yang

memungkinkan terjadinya komunikasi antara wacana Negara dan wacana rakyat
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mempunyai peluang untuk terjadinya gangguan komunikasi yang secara sistematis
dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau Negara.

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan publik yang
diinginkan oleh masyarakat dapat terabaikan jika terjadi tindakan-tindakan yang
secara laten dan bersifat strategis yang memungkinkan terjadinya manipulasi dan
gangguan komunikasi yang dilakukan oleh para perumus dan pengambil kebijakan
dalam hal ini oleh pemegang kekebijakan umum anggaran saan atau Negara.

Selanjutnya proses komunikasi assosiatif terbagi dalam bentuk-bentuk :

a. Kerjasama (corporation).
b. Akomodasi (accomodation) yang terbagi dalam coercion, compromise,
arbitration, mediation, concilitation, toleration, stalemate, adjudication.
c. Asimilasi (assimilation).
Sedangkan proses-komunikasi disosiatif terbagi dalam bentuk-bentuk :
a. Persaingan (competition).
b. Kontraversi (coniraversion).
c. Pertefitangan, pertikaian (conflict).

Komunikasi dalam proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama
maupun persetujuan. Soekanto (1990: 72) menjelaskan bahwa proses asosiatif
terbagi dalam dua bentuk komunikasi yaitu kerjasama (cooperation) dan
akomodasi (accommodation).

Menurut para sosiolog bentuk komunikasi paling utama adalah kerjasama

di antara orang perorangan atau antara kelompok sebagai suatu usaha bersama
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untuk tujuan bersama. Kerjasama yang dijalin oleh dua orang atau lebih atau
kelompok ini memiliki fungsi penting seperti dijelaskan oleh Cooley dalam
Soekanto (1990: 73) : kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka
mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan
mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk
memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut, kesadaran akan adanya kepentingan-
kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting
dalam kerjasama yang berguna.

Timbulnya kerjasama tentu didasari oleh ‘orientasi masing-masing individu
sebagai bagian dari sebuah kelompok (in<group) dengan kelompok lainnya (out-
group). Menguat atau melemahnya Kkerjasama yang dibangun antara dua
kelompok ditentukan oleh berbagaiaktivitas eksternal yang berdampak pada kedua
kelompok yang saling Jbekerjasama. Jika aktivitas tersebut mengancam nilai,
kepentingan dan eksisténsi kelompok-kelompok yang menjalin kerjasama tersebut
maka akan terjadi penguatan kerjasama yang dibangun demikian penjelasan
Soekanto (1990:73).

Menurut Thompson dan Mc Ewen dalam Soekanto (1990: 74)
mengidentifikasi lima bentuk kerjasama yaitu: kerukunan, tawar menawar
(bargaining), kooptasi (co-optation), koalisi (coalition), dan join venture.

Mengacu pada bentuk-bentuk kerjasama tersebut di atas maka komunikasi

pemerintah daerah dengan DPRD dapat digolongkan dalam bentuk tawar
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menawar (bargaining), kooptasi dan koalisi. Tawar menawar mencerminkan
pertukaran kepentingan, barang dan jasa di antara dua kelompok atau lebih yang
diikat melalui perjanjian. Kooptasi adalah masuknya atau diterimanya unsur-unsur
baru pada kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi melalui suatu
proses sebagai upaya menjaga kestabilan.

Bentuk koalisi merupakan komunikasi melalui kombinasi antara dua
organisasi atau lebih karena memiliki tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya
koalisi yang dibentuk ini dapat menimbulkan ketidakstabilan karena tiap-tiap
organisasi memiliki nilai dan struktur yang berbedla; iamun adanya tujuan bersama
yang ingin dicapai maka koalisi tersebut akan-mengarah kepada kooperatif.

Bentuk komunikasi lainnya yang termasuk dalam proses asosiatif adalah
akomodasi (accommodation)., Bentik ini pada dasarnya adalah upaya dalam
mengatasi pertentangan .atau_konflik yang terjadi antara organisasi yang satu
dengan yang lainnyd'taipa-menimbulkan kekalahan atau kerugian organisasi yang
terlibat di dalamnyd."Menurut Soekanto (1990: 76) dalam akomodasi terdapat
beberapa“tujuan’ yaitu : pertama mengurangi pertentangan yang terjadi dengan
menghasiikan solusi baru yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan
kedua untuk mengatasi atau mencegah terjadinya konflik sebagai kebijakan umum
anggaran (KUA).

Akomodasi memiliki beberapa bentuk seperti dijelaskan Soekanto

(1990:77) yaitu coercion, compromise, arbitration, mediation, toleration,
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stalemate and adjudidication. Terkait dengan komunikasi antara pemerintah
daerah dan DPRD dalam formulasi APBD dapat dikategorikan dalam bentuk
akomodasi yang mungkin terjadi yaitu : coercion, yaitu suatu bentuk akomodasi
yang terjadi karena adanya unsur keterpaksaan, karena kelompok/organisasi yang
satu berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan organisasi atau
kelompok lainnya.

Bentuk paksaan ini dapat dilakukan secara fisik ¢{langsung), misalnya
dengan pengarahan massa/simpatisan dari kelompok/organisasi tertentu untuk
menekan kelompok/organisasi lawannya ataupun dilakukan secara psikologis
(tidak langsung) yaitu dengan membentuk opimi ‘publik yang bersifat menekan atau
bahkan menyebarkan opini buruk (black propaganda). Kedua compromise, adalah
bentuk akomodasi yang terjadi. jika organisasi/kelompok yang saling
berkomunikasi mengurangi ‘tunfutannya untuk mencapai kesepakatan, demikian

penjelasan Soekanto (1990:77).

12. Komunikasi-dalam Proses Disosiatif
Istilah lain dari proses disosiatif adalah optional proses yang secara
mendasar dapat diartikan sebagai upaya orang perorangan atau kelompok untuk
mencapai tujuan tertentu. Proses disosiatif ini dapat diidentifikasikan dalam tiga
bentuk yaitu persaingan (competition), kontraversi (contravertion) dan

pertentangan atau pertikaian (conflict).
Menurut Gillin dalam Soekanto (1990: 91) bahwa persaingan dapat

diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok-kelompok
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manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan
yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perseorangan
maupun  kelompok dengan cara menarik perhatian publik atau dengan
mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau
kekerasan.

Proses disosiatif dalam bentuk kontraversi terjadi di antara bentuk
persaingan dan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh sikap atau perilaku
ketidaksukaan yang tersembunyi terhadap orang perorang atau kelompok namun
tidak sampai mengarah kepada pertikaian ataupun jika terjadi cenderung tertutup.
Wiese dan Becker dalam Soekanto (1990:796) 'menjelaskan terdapat lima bentuk
kontraversi :

a. Umum, aktivitas yang tergolorng.dalam bentuk ini antara lain penolakan, protes
dan perlawanan.

b. Sederhana dalami bentuk ini aktivitas yang dilakukan antara lain mengecam,
menyangkal periiyatan pihak lawan dan memfitnah.

c. Intensif—bentuk Kontraversi yang meliputi aktivitas penghasutan dan
menyebarkan desas-desus.

d. Rahasia, suatu bentuk kontravensi melalui memberikan rahasia kelompok
kepada pihak lawan atau penghianatan.

e. Taktis, bentuk kontravensi melalui aktivitas untuk mengganggu pihak lawan

seperti yang terjadi pada kampanye pemilihan umum.
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Proses disosiatif dengan bentuk yang ekstrem adalah pertikaian atau
pertentangan. Seperti dijelaskan Wiese dan Becker dalam Soekanto (1990: 98),
yaitu suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk
memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan
ancaman dan atau kekerasan.

Pertentangan yang terjadi tidak selalu berdampak negatif tetapi juga dapat
berakibat positif yang ditentukan oleh fokus permasalahannya serta struktur sosial
masyarakat yang menyangkut nilai, tujuan dan kepentingan. Pertentangan tidak
akan berdampak negatif jika tidak bertolak belakang dengan pola-pola hubungan
sosial yang telah melembaga, Soekanfo, (}990: 100). Salah satu bentuk
pertentangan yang sering muncul dalam ‘penyelenggaraan pemerintahan adalah
pertentangan politik yang _menyangkut upaya kelompok-kelompok untuk
menjadikan kepentingannya, sebagai prioritas kebijakan. Akibat pertentangan
beragam, antara lain;, nieningkatnya solidaritas kelompok (in-group), perpecahan
dalam kelompok kétika terjadi pertentangan internal yang tidak menemukan
kesepakatair-dan akomodasi, dominasi dan takluknya suatu kelompok pada

kelompok-iainnya.

B. Kerangka Berpikir
Proses perumusan kebijakan merupakan tindakan yang tidak terlepas
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan meliputi antara lain hal-hal

yang berhubungan dengan pengumpulan fakta. Menurut Salusu (2004: 63), cara
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apapun yang dipakai tidak ada yang murni obyektif, tetapi selalu mengandung
unsur bias pada pihak pembuat keputusan karena tergantung pada niat pembuat
keputusan dan pada penerimaan informasi tertentu sebagai fakta. Dalam proses
kebijakan APBD hal ini tentunya juga terjadi, penetapan-penetapan kebijakan
akan sangat dipengaruhi oleh informasi berkenaan dengan kebutuhan masyarakat
yang diterima oleh aktor kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD.
Dimana dalam pelaksanaan kinerja dilakukan melalui komunikasi politik. Dalam
hal ini Nimmo (2004; 168) menyatakan bahwa dalam melakukan komunikasi
politik anggota DPRD menjalankannya dalam ‘bentuk komunikasi interpersonal
dan bentuk komunikasi organisasi. Rufipitas dari keputusan birokratik dapat
dipahami karena data yang diperlukan madah ditelusuri melalui gudang data
resmi yang tersedia, baik secarartertulis maupun normatif serta dari perilaku
pejabat yang ditampakkan berkali-kali.

Penggambaran ‘dati-teori birokratik dalam pengambilan keputusan sepertinya
juga mewakili_apa ‘yang umum terjadi dalam proses perumusan APBD, dimana
perilaku, @ominasi elit dan tekanan-tekanan politik mewarnai proses perumusan
APBD.

Seperti disebutkan di atas, proses formulasi kebijakan publik merupakan
proses pengambilan keputusan terhadap berbagai alternatif-alternatif yang ada
untuk memcahkan masalah dalam mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Menurut Siagian dalam Syamsi (1989: 33), terdapat tiga kekuatan yang senantiasa
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mempengaruhi suatu keputusan yang dibuat yakni : dinamika individu dalam
organisasi, dinamika kelompok orang-orang dalam organisasi dan dinamika
lingkungan organisasi.

Istilah dinamika digunakan Siagian untuk menunjukkan bahwa di dunia ini
segala sesuatu selalu mengalami perubahan dan dinamika ini pula yang akan
menuntut peningkatan kemampuan mengambil keputusan yang dapat mengikuti
perubahan-perubahan yang terjadi. Pengaruh individu terhadap organisasi memang
terasa, terutama adalah pimpinan organisasi. Sedangkan dinamika kelompok
mempunyai pengaruh dalam proses pengambilar, képutusan, dinamika kelompok
ini meliputi kemampuan kerjasama yang Mbaik ‘dan harmonis dalam pelaksanaan
tugas yang menjadi tanggung jawab, kesediaan untuk mengalihkan kepentingan
pribadi masing-masing kelompok. ke kepentingan yang lebih luas yaitu
kepentingan organisasi, /kesediaan untuk menyerahkan sebagian hak kepada
organisasi yang dibatengi oleh kesediaan menerima kewajiban yang lebih besar,
kemampuan untuk ‘faemikirkan cara baru, prosedur baru demi meningkatkan
kemampuan—kerja yang lebih besar dan kemampuan untuk menerima dan
memperkénalkan perubahan organisasi ke arah kemajuan.

Uraian di atas sangat terkait dengan proses formulasi kebijakan publik,
dalam hal ini kebijakan APBD, dimana dinamika kelompok yakni dinamika
dalam DPRD sendiri ataupun panitia anggaran dan dinamika pemerintah daerah
memberi pengaruh besar dalam proses kebijakan. Kemampuan membangun

kerjasama di antara masing-masing kelompok maupun intern kelompok dalam
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proses kebijakan, seperti kemampuan menggalang koalisi antar fraksi dalam

DPRD akan memberikan tekanan politik yang kuat bagi DPRD untuk menetapkan

atau menolak RAPBD yang ditawarkan oleh pemerintah.

Bertitik tolak dari kerangka berpikir dan uraian di atas tentang

Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan RAPBD

Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat digambarkan proses pembahasan RAPBD

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2009 sebagai berikut.

Eksekutif dan Legislatif
Kabupaten Indragiri Hilit

C. Definisi Operasional

Bagan 2.1

Kerangka Betpikir

K Bentuk Komunikasi\

Politik

1. Komunikasi
Interpersonal

2. Komunikasi
Organisasi

RAPBD
Kabupaten Indragiri Hilir
TA. 2009

. /

Sebagaimana penelitian dan pengamatan yang dilakukan dan sebagaimana

kerangka pemikiran yang ada maka penelitian ini mempunyai 1 (satu) variabel

yakni komunikasi politik yang memiliki pengertian sebagai upaya dari pelaku

komunikasi (anggota DPRD dan konstituennya)
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aspirasi-aspirasi yang berkembang di antara keduanya, yang kemudian diteruskan

menjadi kebijakan publik.

Sedangkan indikator penelitian adalah bentuk komunikasi politik yang
dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses pembahasan
RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2009 melalui :

1. Bentuk komunikasi interpersonal merupakan béntuk dari hubungan satu
kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog/tatap muka @ntara anggota DPRD
dengan eksekutif atau publik, di antaranya melalui dialog/tatap muka yang
merupakan bentuk komunikasi yang efektif\kafepa bisa berlangsung timbal
balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut hingga leluasa menyampaikan
ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.

2. Bentuk komunikasi organisasi yafig menggabungkan penyampaian satu kepada
satu dan satu kepada banyak. Kegiatannya meliputi sidang, konvensi, ceramah
dan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang
disesuaikan ‘demgan permasalahan yang tengah berkembang di tengah

masyarakat,
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan analitik tentang sifat-sifat
suatu individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu atau untuk menentukan
penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antard Suatu gejala dan gejala
lainya dalam masyarakat, dalam penelitian ini ¢yaitn kKomunikasi politik antara
pemerintah daerah dan DPRD dalam perumasankebijakan publik.

Berdasarkan uraian di atas maka penélitian ini adalah penelitian diskriptif
dengan pendekatan kualitatif, dimana data penelitian yang dikumpulkan dijadikan
dasar untuk menggali karakteristik komunikasi pemerintah daerah dan DPRD
dalam perumusan kebijakan umum anggaran (KUA), strategi dan prioritas APBD

serta pembahasan RAPBD.

B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir dan Tim Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 dengan
pembahasan data-data yang berkaitan dalam formulasi kebijakan KUA, strategi
dan Prioritas APBD, serta pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun

2009.
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C. Instrumen Penelitian
Sebagai instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, yang bertujuan
untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Hal ini perlu diuraikan lebih detil
dilakukan dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan

pengamatan dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara,
observasi dan sumber nonmanusia. Wawancara/ dilakukan secara mendalam
(Indepth Interview) yang bertujuan untuk ‘mencari lebih dalam apa yang
terkandung dalam hati dan pikiran informan. Dengan wawancara mendalam bisa
digali apa yang tersembunyi baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, masa
depan sehingga suatu fenomena sosial bisa dijelaskan dan dipahami yaitu
bagaimana bentuk ddn tipe komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD dalam_proses’ pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009.
Wawancara~dilakukan tidak terstruktur berdasarkan pada suatu pedoman atau
catatan “yang hanya berisi butir-butir pemikiran mengenai hal yang akan
ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung. Observasi dilakukan untuk
Penelitian ini menghubungkan data yang didapatkan pada saat wawancara dengan
kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009.
Sumber Nonmanusia berupa dokumen primer berupa laporan tertulis atas

pelaksanaan tugas yang disampaikan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD
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dalam rapat paripurna. Sedangkan dokumen sekunder yang dibutuhkan berupa
notulen rapat, catatan khusus pada saat melakukan komunikasi politik oleh
anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009, serta terkait dengan masalah

penelitian.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan_kualitatif, dimana
Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990 :3), “mendefinisikan penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghésiikan data deskiptif berupa data
tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati dari lingkungan yang
alamiah.  Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan
mengenai fakta-fakta yang berhubiingan bentuk komunikasi politik antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD dan pelaksanaan komunikasi politik tersebut.
Tipe penelitian deskriptif-adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan
pengetahuan yang ‘seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat
tertentu. Penelitian ini akan mencoba menjabarkan fakta-fakta yang berhubungan
bentuk dan’ tipe komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran

2009.
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BABYV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan hasil wawancara yang
dilaksanakan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bentuk komunikasi politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam
proses pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2009
melalui bentuk komunikasi personal dan bentuk komunikasi organisasi yang
kegiatannya dilakukan melalui rapat paripurnadewan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD dalam proses pembahasan RAPBD Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun Anggéran~"2009 adalah interaksi kepentingan pihak
legislatif dan eksekutif. ‘dan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat
dari lambatnya <draft””~ RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif,
perencanaan masyarakat tidak dapat diakomodir oleh pihak eksekutif ataupun
legislatif-dan’ kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pihak legislatif
terhadap dialog langsung sehingga perencanaan yang dibuat tidak dapat

menyentuh kebutuhan masyarakat.

B. Saran - Saran
Sebagaimana kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran yang ada

diantaranya adalah sebagai berikut.
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1. Melalui komunikasi politik yang transparan publik dapat memberikan
dukungan untuk menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap
sistem politik. Melalui komunikasi pula rakyat dapat mengetahui apakah
dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalurkan atau tidak dalam berbagai
kebijaksanaan politik.

2. Meningkatkan kemampuan komunikasi yang partisipasif pada kedua lembaga
sehingga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat, baik
dalam rangka mobilitas sosial untuk implementasi—tijuan, memperoleh
dukungan, memperoleh kepatuhan dan intégrasi politik sehingga dapat
digunakan sebagai  umpan balik (feed, back) atas sejumiah output
(kebijaksanaan pemerintah).

3. Dengan meningkatkan koordifiasi ‘yang baik dikedua lembaga maka tata nilai
politik yang diinginkan“dapat” mencapai tingkat homogenitas yang relatif
tinggi sehingga homogenitas nilai-nilai politik ini sangat menentukan stabilitas
politik serta menjadi komunikasi sebagai kekebijakan umum anggaran tan
kontrol-sosial ‘yang memelihara idealisasi sosial dan keseimbangan politik di

daerah:
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Lampiran 1  : Panduan Wawancara
PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Komunikasi Politik Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam
Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir (Studi -
Hubungan Pemerintah Daerah Dengan DPRD Dalam
Penyusunan APBD)

A. Identitas Responden :

No.

Usia

Pendidikan

Jabatan

B. Pendahuluan

1. Memperkenalkan diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian
dan menjelaskan bahwa kerahasigan informan terjamin

3. Melakukan kontrak wawancara, menawarkan waktu wawancara 20 menit

sampai 30 menit

C. Pertanyaan Wawancara

1. Apa sajd'kegiatan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA.
2009

2. Bagaimana proses aspirasi masyarakat dapat ditindak lanjuti sehingga masuk
dalam RAPBD maupun APBD TA. 2009

3. Bagaimana proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir
TA. 2009

4. Menurut bapak apakah proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009 berjalan lancar dan sesuai ketentuan

5. Menurut bapak apa saja hambatan penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009
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6. Dan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi komunikasi politik aantara
Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009 dalam
penyusunan RAPBD maupun APBD TA. 2009

D. Penutup
1. Menyimpulkan hasil wawancara
2. Menyampaikan terima kasih

3. Mengakhiri wawancara
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Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 20 Juni 2011
Identitas Responden :

No. Responden : 01

Usia

Pendidikan

Jabatan

Keterangan :
P : Peneliti

I : Informan
P  “Assalamualaikum, Selamat siang pak

Il “Walaikummsalam, Selamat siang, mau dimuiai sekarang Pak

P  Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya bapak sudah meluangkan waktu untuk
saya Pertanyaan pertama saya adalan’;
Apa saja kegiatan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA.
2009

I1  Kegiatannya meliputi{ dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan
eksekutif atau publik yang dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan

P  Bagaimana proses aspirasi masyarakat dapat ditindak lanjuti sehingga masuk
dalam RAPBD maupun APBD TA. 2009

I1  Menurut Saya, aspirasi masyarakat yang masuk dalam usulan musrenbang
(musyawarah rencana pembangunan) yang ditujukan kepada anggota Dewan
yang kemudian akan dilanjutkan oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif
yang akan dibahas menjadi RAPBD (rancangan anggaran perbelanjaan belanja
daerah) yang kemudian akan menghasilkan APBD (anggaran pendapatan
belanja daerah).

P  Menurut bapak bagaimana proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009
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I1  Proses ini diawali dengan penyerahan draf RAPBD Indragiri Hilir oleh pihak
eksekutif pada minggu I Januari 2009 dan pembahasan lebih lanjut oleh
pihak legislatif melalui masa persidangan I tahun sidang 2009 di DPRD
Indragiri Hilir. Sehubungan dengan keterlambatan penyampaian draft RAPBD
tahun 2009 diperoleh informasi melalui wawancara dengan Kepala Bappeda
Kabupaten Indragiri Hilir.

P  Menurut bapak apakah proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009 berjalan lancar dan sesuai ketentuan

I1  Tidak, karena RAPBD Kab. Indragiri Hilir TA. 2009 terkendala oleh waktu
yang telah melewati batas ketentuan

P  Menurut bapak apa saja hambatan penyusunan RAPBD dian APBD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009

I1  Keterlambatan penyampaian draft ke DPRD, ini disebabkan lambatnya data
yang disampaikan oleh satuan kerja yang add sehaiisnya menurut ketentuan
yang ada penyampaian draft dilakukan 1/satw bulan sebelum habis tahun
anggaran yakni bulan November tahun 2008 yang lalu.

P  Dan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi komunikasi politik aantara
Pemerintah Daerah dengan DPRI) Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009 dalam
penyusunan RAPBD maupun/APBD TA. 2009

I1  Kurangnya komunikasi.yang dilakukan oleh pihak legislatif terhadap dialog

langsung sehingga pefericanaan yang dibuat tidak dapat menyentuh kebutuhan
masyarakat.
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Lanjutan : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 21 Juni 2011

Identitas Responden :

No. Responden

Usia

Pendidikan
Jabatan

Keterangan :

P
I
P

12

12

12

12

: Peneliti
: Informan

“Assalamualaikum, Selamat siang pak
“Walaikumsalam, Selamat siang, silahkan wawancaranya dimulai

Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya_bapak sudah meluangkan waktu untuk
saya Pertanyaan pertama saya adalah :

Apa saja kegiatan dalam Penyusufian RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA.
2009

Kegiatannya penyusufian RAPBD Kab. Inhil TA. 2009 dilakukan melalui
dialog Tatap Muka berdasarkan kegiatan Musrenbang Kecamatan maupun
Renja SKPD

Bagaimana.proses’ aspirasi masyarakat dapat ditindak lanjuti sehingga masuk
dalam RAPBD maupun APBD TA. 2009

Apabila aspirasi masyarakat tersebut masuk dalam kategori prioritas kebutuhan
atau sudah menjadi pertimbangan Pemda Kab. Inhil

Menurut bapak bagaimana proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009

Penyusunan RAPBD Indragiri Hilir yang telah diajukan oleh pihak eksekutif

dilanjutkan  pembahasan oleh pihak legislatif melalui masa persidangan
tahun sidang 2009 di DPRD Indragiri Hilir.
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P  Menurut bapak apakah proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009 berjalan lancar dan sesuai ketentuan

I2  Tidak, karena RAPBD Kab. Indragiri Hilir TA. 2009 terkendala oleh waktu
yang telah melewati batas ketentuan

P  Menurut bapak apa saja hambatan penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009

[2 Lambatnya data yang disampaikan oleh satuan kerja yang ada sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan

P  Dan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi komunikasi politik aantara
Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir\TA. 2009 dalam
penyusunan RAPBD maupun APBD TA. 2009

[2  Kurangnya partisipasi masyarakat, dana yang terbatas, waktu dan sarana yang

terbatas hal ini terlihat dari lambatnya draft RAPBD yang diajukan oleh pihak
eksekutif
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Lanjutan : Transkrip Hasil Wawancara
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 21 Juni 2011

Identitas Responden :

No. Responden

Usia

Pendidikan

Jabatan

Keterangan :

P : Peneliti

I : Informan

P  “Assalamualaikum, Selamat siang pak

I3 “Walaikum salam, oh, silahkan dimulai ..2. 5. 47 i

P  Apa saja kegiatan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA.
2009

I3  Kegiatannya diawali dengan, pényusunan rencana berdasarkan usulan yang
disampaikan melalui Musrenbang Kelurahan/Kecamatan, Rencana Kerja SKPD
yang dilakukan dengar dialog, pembahasan melalui sidang di DPRD

P  Bagaimana proses, aSpifasi masyarakat dapat ditindak lanjuti sehingga masuk
dalam RAPBD maupun APBD TA. 2009

I3  Apabila aspirast masyarakat dapat ditampung dalam perencanaan berdasarkan
prioritas kebutuhan pemerintah Daerah

P  Menurut bapak apakah proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009 berjalan lancar dan sesuai ketentuan

I3 Untuk RAPBD Kab. Indragiri Hilir TA. 2009 terkendala oleh waktu yang
telah melewati batas ketentuan

P  Menurut bapak apa saja hambatan penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009
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I3 Terlambatnya data yang disampaikan oleh pihak Kecamatan maupun SKPD
yang harusnya dilakukan 1 satu bulan sebelum habis tahun anggaran

P  Dan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi komunikasi politik antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009 dalam
penyusunan RAPBD maupun APBD TA. 2009

I3 Perencanaan masyarakat tidak maksimal dapat diakomodir oleh pihak
eksekutif ataupun legislatif
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Lanjutan : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Tanggal wawancara : 21 Juni 2011
Identitas Responden :
No. Responden
Usia
Pendidikan
Jabatan

Keterangan :

P : Peneliti
I : Informan

P  “Assalamualaikum, Selamat siang pak
i4 “Walaikummsalam, oh, silahkan dimulai wawancaranya ya.......

P  Apa saja kegiatan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA.
2009

[4 Kegiatannya bisa dildkukan dengan dialog, pembahasan melalui sidang di
DPRD

P  Bagaimana‘proses aspirasi masyarakat dapat ditindak lanjuti sehingga masuk
dalam RAPBD maupun APBD TA. 2009

14 Melalui usulan pembangunan pada Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan
Renjana SKPD di Bappeda

P  Menurut bapak bagaimana proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009

I4  Proses Penyusunan RAPBD TA. 2009 berjalan lambat
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P Menurut bapak apakah proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009 berjalan lancar dan sesuai ketentuan

I4  Tidak Sesuai karena terkendala oleh waktu yang berkenaan dengan lambatnya
usulan dari SKPD masuk ke DPRD

P Menurut bapak apa saja hambatan penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009

14 Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh legislating dan
eksekutif

P Dan apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi komunikasi politik aantara
Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Indragiri Hilif TA. 2009 dalam
penyusunan RAPBD maupun APBD TA. 2009

14  Kurangnya koordinasi antara 2 belah pihak dan\belum maksimalnya bentuk,
sistem, program kerja perencanaan yang ada
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Lanjutan : Transkrip Hasil Wawancara
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 22 Juni 2011
Identitas Responden :

No. Responden

Usia

Pendidikan

Jabatan

Keterangan :
P : Peneliti

I : Informan

P  “Assalamualaikum, Selamat siang pak
I5 “Walaikummsalam, selamat siang, silahkdn dimiulai wawancaranya

P  Apa saja kegiatan dalam Penyusunan-RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir TA.
2009

I5 Kegiatannya bisa dilakukan dengan dialog dan pembahasan melalui kegiatan
musrenbang dan sidang di-BPRD

P  Bagaimana prosesaspirasi masyarakat dapat ditindak lanjuti sehingga masuk
dalam RAPBD.maupun APBD TA. 2009

I5 Melalui _usulan pembangunan pada Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan
Renjana SKPD' di Bappeda namun masyarakat salah mengerti bahwa otonomi
semata-niata adalah tanggung jawab Pemerintah daerah, sehingga masyarakat
menuntut terlalu banyak terhadap Pemda. Masyarakat masih merasa sebagai
objek dan target program-program pemerintah. Padahal banyak hal yang
seharusnya juga menjadi tanggung jawab langsung masyarakat, bukan hanya
tanggung jawab Pemda dan DPRD.

P  Menurut bapak bagaimana proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009

I5 Proses Penyusunan RAPBD TA. 2009 berjalan lambat
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P Menurut bapak apakah proses penyusunan RAPBD di DPRD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009 berjalan lancar dan sesuai ketentuan

IS Tidak Sesuai karena pelaksanaan masa sidang I DPRD tersebut dapat
disimpulkan bahwa Komunikasi Antara Eksekutif dan Legislatif dalam
Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Angggaran 2009 tidak
maksimal hal ini disebabkan masih terdapat kendala diantara kedua lembaga
terutama bagi pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan
kewenangan dalam penyusunan RAPBD seperti yang diamanatkan dalam PP
105/2000 dan Kepemendagri No.22/1999 terutama dalam penyampalan draft
APBD yang sudah melewati batas ketentuan

P Menurut bapak apa saja hambatan penyusunan RAPBD dan APBD Kabupaten
Indragiri Hilir TA. 2009

I5 Kurangnyanya komunikasi kedua belah pihak, “sehingga bentuk-bentuk
keterlibatan publik dalam penyusunan APBD tidakmenjadi tanggungjawab dari
dewan, karena proses awal dari pengajuan dari‘rancangan APBD dilaksanakan
oleh eksekutif. Dalam praktek selama ini, RAPBD diajukan ke DPRD setelah
melalui proses pembahasan dengan isstansi”tehnis, setelah memperoleh
masukan dari masyarakat. Namun DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sejauh ini
tetap mengagendakan adanya dialog.deéngan masyarakat dan wakil-wakil dari
Lembaga Swdaya Masyarakat (LSMV).s€belum rapat pembahasan APBD.

P Dan apa saja faktor- fakter ‘yang mempengaruhi komunikasi politik aantara
Pemerintah Daerah dengan”DPRD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2009 dalam
penyusunan RAPBD maupun’ APBD TA. 2009

I5 Kurangnya koordinasi”dan komunikasi antara 2 belah pihak dan belum

maksimalnya, bentuk, sistem, program kerja perencanaan yang ada sesuai
dengan ketentuan
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